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ABSTRAK 
 
 Utang piutang (Qardh) adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau 
barang antara pihak yang membutuhkan (Muqtaridh) kepada pihak yang memiliki 
uang atau barang (Muqridh) dan selanjutnya uang atau barang yang dipinjam 
tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam pengembalian utang 
sendiri dilakukan sesuai kesepakan dan kemapuan kapan dapat mengembalikan 
pinjaman tersebut dengan memberikan keringanan kepada pihak yang meminjam 
jika benar-benar belum mampu untuk melunasi utangnya. Pada dasarnya 
perikatann utang piutang tersebut akan terus ada sampai di mana pihak yang 
berutang dapat melunasi atau membayar apa yang ia pinjam kepada pihak yang 
memberikan pinjaman. Sedangkan dalam pasal 1967 merumuskan bahwa ada 
jangka waktu di mana perikatan utang piutang tersebut dapat terhapus dengan 
lewatnya waktu 30 tahun, ketentuan tersebut tentu sangat dapat merugikan pihak 
yang memberikan pinjaman. 
 Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang sangat menarik 
untuk dikaji yaitu: Bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena 
daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967; Bagaimana analisis hukum Islam 
terhadap hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967. 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan 
hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalan pasal 1967, dan untuk 
mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap pasal 1967 tentang hapusnya utang 
piutang karena daluwarsa.  
 
 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Reasearch), yaitu 
penelitian dengan cara membaca serta menelaah teori-teori dan mengutip dari 
buku-buku bacaan atau literatur, yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data 
yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan 
data dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber bacaan yang relevan 
dengan objek yang akan dikaji. Metode pengolaha data dengan cara 
mengidentifikasi, klarifikasi, edit data, serta sistematis data, dan analisis data 
menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ketentuan dalam 
pasal 1967 KUHPdt pendapat yang terkuat menjelaskan bahwa utang piutang 
dapat terhapus karena lewat waktu, selanjutnya pandangan hukum Islam tentang 
hapusnya utang piutang karena daluwarsa ini tidak sesuai dengan ketentuan 
hukum Islam. Karena dalam hukum Islam mengatakan jiwa seseorang itu terikat 
akan utangnya artinya perikatan utang piutang tersebut akan terus ada sampai ia 
melunasinya, dan kewajiban dalam membayar utang dalam hukum Islam itu wajib 
dan sangat ditekankan. 
 


MOTTO 
 
                      
       
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 
                            
                      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya”. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara rinci berkaitan permasalahan yang akan 
diteliti, guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat suatu 
penlitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM 
TERHADAP PASAL 1967 KUHPdt TENTANG HAPUSNYA UTANG 
PIUTANG KARENA DALUWARSA”. Maka terlebih dahulu penulis akan 
memberikan penjelasan secara ringkas terhadap kata-kata yang berkaitan 
dengan maksud judul skripsi diatas. Adapun istilah-istilah yang perlu 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Analisis, ialah suatu proses penyelidikan dan penelitian terhadap sesuatu 
peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenar-benarnya.
1
 
2. Hukum Islam, ialah seperangkat peraturan-peraturan yang bedasarkan 
Firman Allah yaitu al-Qur‟â dan Sunnâh Nabi yaitu hadîts yang diyakini 
mengikat untuk semua beragama islam.
2
 
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dikenal dengan 
istilah Burgerlijk Wetboek (BW) ialah kodifikasi hukum perdata yang 
disusun di Negeri Belanda. 
4. Pasal 1967 KUHPdt, berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang 
bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), h. 58. 
2
Amir Syarifuddin, Usul Fiqh Jilid I, (Jakaa: Kencana, 2009), h. 6. 
2 
 
 
 
5. daluwarsa dengan lewatnya  waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa 
yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah 
mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan 
terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang 
buruk”.3 
6. Hukum perdata, ialah segala aturan hukum yang mengatur hubungan 
hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup 
bermasyarakat.
4
 
7. Utang piutang, dalam pasal 1754 KUHPdt ialah perjanjian dengan mana 
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengam 
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah 
yang sama dari macam  keadaan yang sama pula.
5
 Di dalam pasal 1754 
KUHPdt pengertian utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam 
meminjam. 
8. Daluwarsa, dalam pasal 1946 KUHPdt ialah suatu alat untuk 
memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan 
lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh 
undang-undang.
6
 
                                                             
3
R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 
Pradaya Paramita, 2009), Cet. 9, h. 451. 
4
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2014), h. 2. 
5
R. Subekti, Loc.Cit. 
6
 R. Subekti Op.Cit., h. 490. 
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Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan penegasan judul 
skripsi ini yaitu, suatu penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap 
pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Analisis penulis yang mendorong memilih judul skripsi tersebut adalah: 
1. Alasan Obyektif 
a. Hukum mu‟âmalah menjelaskan bahwa setiap orang yang 
memberikan utang sesuatu kepada orang lain berarti orang yang 
berhutang memiliki utang kepada yang berutang (mu‟ir). Setiap 
utang piutang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak 
mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran merupakan 
salah satu perbuatan dosa. 
b. Hapusnya utang piutang karena daluwarsa merupakan salah suatu 
ketentuan di dalam hukum positif yang masih berkaitan tentang  
mu‟âmalah. Ketentuann tersebut perlu dikaji untuk melaraskan 
dengan kaidah-kaidah hukum mu‟âmalah. 
2. Alasan Subyektif 
a. Bedasarkan aspek permasalahan yang diangkat, maka permasalahan 
tersebut sangat memungkinkan untuk ditelit lebih lanjut, sumber data 
pustaka yang  digunakan sebagai bahan penelitian mudah untuk 
didapat. 
b. Dilihat dari aspek judul skripsi dan masalah yang akan diteliti, bahwa 
judul dan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan disiplin ilmu 
penulis yang sedang ditempuh pada strata satu di bidang Hukum 
4 
 
 
 
Ekonomi Islam (Mu‟âmalah) Fakultas Syari‟ah Universitas Raden  
Raden Intan Lampung yaitu berhubungan dengan hukum mu‟âmalah 
sehingga judul dan permasalahn tersebut memungkinkan untuk 
diteliti lebih lanjut. 
 
C. Latar  Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek 
kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun mu‟âmalah. Salah 
satu ajaran dalam Islam adalah bidang mu‟âmalah. Kitab-kitab fiqh Islam 
tentang mu‟âmalah sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan 
judul buku.
7
 Seiring perkembangan zaman, ulama fiqh membagi beberapa 
bidang fiqh, salah satunya fiqh mu‟âmalah.8 Terdapat ragam teori untuk 
mengkontruksi hukum Islam bidang mu‟âmalah, salah satunya melalui teori 
kontruksi sosial Peter L. Berger yang menempatkan pengetahuan seharu-haru 
setiap individu anggota masyarakat sebagai titik awal lahirnya suatu tatanan 
masyarakat.
9
 Kata mu‟âmalah berasal dari bahasa Arab yang secara 
etimologis sama dan semakna dengan kata mufâ‟alah (saling berbuat).10 Kata 
ini mengambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan 
seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. 
Menurut  A Warson Munawir, mu‟âmalah secara etimologis yaitu perlakuan 
                                                             
7
Mardani, Fiqh Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.5. 
8
Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13. 
    
9
Mudzakir, “Hukum Islam di Indonesia dalam Prespektif Kontruksi Sosial Peter L. 
Berger”. Jurnal al-„Adalah, Vol.12 (Febuari 2017). h. 162.  
   
10
Mardani, Op.cit,.  h. 2. 
5 
 
 
 
hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa,
11
 termasuk utang 
piutang.  
Perjalanan waktu yang panjang, materi mu‟âmalah cenderung diabaikan 
oleh umat Islam, padahal mu‟âmalah termasuk bagian penting dari ajaran 
Islam, akibatnya terjadi penurunan pengkajian di bidang hukum mu‟âmalah.  
banyak orang Islam yang melanggar prinsip hukum mu‟âmalah dari segi 
mencari nafkah hidupnya, seperti riba, maisir, gharar dan dengan cara yang 
batil, begitu pula dari segi utang piutang.
12
 Khususnya dalam segi kajian di  
bidang peraturan-peraturan positif yang berkaitan tentang hukum mu‟âmalah. 
Perkembangan hukum di Indonesia, terutama menyangkut perkembangan 
penerapan hukum Islam. Hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti 
arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi 
kinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah 
maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu 
diarahkan kepada kebijakan tersebut. Pada pemerintahan Belanda misalnya.
13
 
Indonesia yanng merupakan salah satu negara mayoritas Islam yang pernah 
dijajah oleh Belanda (waktu itu disebut Hindia-Belanda), maka BW 
(Burgerlijk Wetboek) yang merupakan hukum perdata Belanda yang 
dikodifikasi dengan Code Civil Prancis pada saat itu, diupayakan agar dapat 
diberlakukan pula di Indonesia. Caranya ialah dengan membentuk BW 
                                                             
11
A. W. Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 
1984), h. 1045. 
12
Mardani, Loc.Cit,. h. 5-6. 
    
13Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari‟at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia 
(Pemikiran Mahfud MD)”.  Jurnal al-„Adalah, Vol. 10 (Febuari 2017). h. 408.  
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Indonesia yang susunannya serupa dengan BW Belanda. Setelah Indonesia 
merdeka, bedasarkan atas peraturan peralihan UUD 1945 maka BW 
Indonesia tetap diberlakukan sebelum diganti dengan Undang-Undang baru 
sesuai UUD ini, yang sekarang disebut dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Indonesia (KUHPdt).14 Ada beberapa peraturan Hindia-
Belanda yang dinyatakan berlaku di Indonesia,15 yang berkaitan tentang 
hukum mu‟âmalah salah satunya perihal hapusnya utang piutang karena 
daluwarsa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). 
Daluwarsa dijelaskan dalam Pasal 1967 KUHPdt ialah “Segala tuntutan 
hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus 
karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa 
yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan 
suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan 
yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.16 
fiqh mu‟âmalah menjelaskan bahwa utang piutang disebut “al-Dayn” 
yang terkait dengan istilah al-Qard yaitu utang  piutang dalam bahassa 
Indonesia disebut dengan pinjaman. Secara bahasa al-Qard yaitu Qardan 
yang diambil dari kata Qarad-yaqridu-qardan artinya memotong, memakan, 
dan menggigit. Menurut terminologi al-Qard ialah suatu akad antara dua 
belah pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak 
kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang 
                                                             
14
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h. 6-7. 
15A. Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permanet, 
2016), h. 8. 
16
R. Subekti, Loc.Cit. 
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tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.17  Dan 
orang yang berutang harus dengan lebih baik dalam membayar hutang, 
dijelaskan pada sabda Nabi Muhamnad Shalallahu‟alaihi Wasalam: 
ف ٌُْم ِسَْٞخ ٍِِْ َُِّأَ َأ ءاَضَق ٌُْنََْسْح18 
 
“Maka sesungguhnya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang 
yang sebaik-baiknya dalam membayar utang”. 
 
Utang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang 
sama dengan nilai barang yang dihutangkan. Bagi orang yang berhutang 
harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun 
sebaliknya. Ketika orang yang berutang belum mampu melunasi utangnya, 
maka pihak yang pemberi utang memberikan jangka waktu, apabila orang 
tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis. 
Sedangkan dalam pasal 1967 KUHPdt memiliki ketentuan hukum yang 
berbeda, dikatakan bahwa ada hapusnya hutang pihutang karena daluwarsa 
dengan jangka 30 tahun. 
Berdasarkan argumen tersebut, menurut penulis masalah ini layak diteliti 
lebih lanjut. Alasannya, antara lain: masalah ini termasuk kajian dalam 
hukum mu‟âmalah dan walaupun utang piutang dalam Islam termasuk akad 
kebaikan tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum utang piutang 
itu sendiri. 
 
                                                             
17
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274. 
18 Imam Abi Khusaun Muslim, Shahih Muslim, Juz V (Beriut Lebanon: Dar Kitab 
Ulumiyah, 677H), h. 30. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah dari penelitian ini, adapun 
pokok masalah yang akan dibahas ialah: 
1. Bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang 
diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hapusnya utang piutang karena 
daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Menganalisis ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa 
yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt. 
b. Menganalisis hukum Islam terhadap hapusnya utang piutang karena 
daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis: 
a. Kegunaan secara teoritis berguna sebagai upaya memperluas 
wawasan keilmuan, meningkatkan keterampilan menulis karya 
ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pegetahuan hukum bagi 
penulis, serta memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya 
hukum Islam, perdata ataupun perdata Islam. 
b. Secara  praktis penelitian ini selain sebagai suatu syarat tugas akhir 
guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden 
9 
 
 
 
Intan Lampung juga sebagai acuan bagi legal drafter, decision 
maker, legal practice dan sebagai sumbang pikiran dari peneliti bagi 
pengembangan hukum Islam dan nasional di Indonesia. 
 
F. Metode Penelitian 
Metodologi berasal dari kata dasar metodos dan logos. Metodos artinya 
cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logos artinya 
ilmu yang bedasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian artinya ilmu 
tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).19 
Dalam hal ini, agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh 
hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan 
suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan library research yaitu 
penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan 
mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan 
pokok bahasan seperti sumber-sumber tertulis, buku-buku bacaan, 
kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, 
koran, majalah, berita online dan lainnya yang boleh jadi sejenis, 
kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara 
                                                             
19
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004), h. 57. 
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teoritis
20
 dengan metode penelitian deskriptif normatif. Sebagai 
penunjang dari penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian 
perundang-undangan21 serta menelaah teori-teori, konsep-konsep  
peraturan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian 
permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai analisis hukum 
Islam terhadap pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang 
karena daluwarsa. 
b. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu penyusun 
menguraikan secara sistematis melalui pandangan hukum atau 
peraturan-peraturan yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan 
masalah tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap 
pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena 
daluwarsa. 
2. Data dan Sumber Data 
Data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, 
karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum 
yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan 
diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari 
sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
                                                             
20
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung: Alumni, 1990), h. 
78. 
21
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press) 2007), h. 56. 
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terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier.22  
Fokus pada penelitiaan ini lebih kepada persoalan analisis hukum 
Islam terhadap pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang  
karena daluwarsa. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer (primary sources of authorites) 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.23 Adapun bahan hukum 
primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur‟ân, 
hadîts Nabi Shalallahu‟alaihi wasalam, kitab Undang-Undang 
hukum perdata. 
b. Bahan hukum sekunder  (secondary sources of authorites) 
Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang 
tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang 
membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, 
termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum; buku-buku litelatur ilmu 
hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah 
dan artikel,
24
 serta bahan lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini. 
 
                                                             
22
Bader Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 
88. 
23
Soerjono Soekamto, Op.Cit., h. 52. 
24 Soerjono Soekamto & Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 33-37. 
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c. Bahan hukum tersier 
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,25 antara lain: 
Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris 
dan kamus bahasa Arab. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu 
dalam proses penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 
yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, 
menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang 
relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam 
kerangka pemikiran secara teoritis ”.26 
4. Metode Pengolahan Data 
Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah secara 
cermat dan benar sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Untuk 
mengolah data yang telah terkumpul, penulis menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Mengidentifikasi data ialah menetapkan data dengan 
menggolongkan data, meyususn sesuai aturan. 
                                                             
25
 Soerjono Soekamto, Loc.Cit., h. 52. 
26
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, Edisi Revisi IV, 1998), h. 114. 
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b. Klarifikasi data ialah menetapkan data menurut kelompok-kelompok 
yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 
c. Edit data, ialah data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui 
apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan apakah data 
tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 
d. Sistematis data ialah melakukan pengecekan terhadap data-data dan 
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 
berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.27 
5. Metode Analisis Data 
Setelah data-data tersebut tersusun secara sitematis sesuai  dengan 
pokok-pokok pembahasan bidang penelitian maka data tersebut dianalisis 
secara kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu menginterpretasikan 
data-data dalam bentuk uraian kalimat  dari uraian secara umum ke 
khusus, sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan 
mengenai hapusnya utang  piutang karena daluwarsa dalam hukum Islam 
dan KUHPdt. 
 
 
                                                             
27
Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 
h.16. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Utang Piutang dalam Islam 
Dalam Islam utang piutang sama seperti perjanjian pinjam-meminjam 
yang dikenal dengan istilah al-Qardh. Qardh  dikalangan ahli bahasa 
didefinisikan sebagai berikut: lafaz al-Qardh berarti al-Qat‟u yaitu 
memotong,  ضرق– رقيض  dengan harakat kasrah pada huruf ra‟ berarti 
memotong.28 
Secara etimologi, qardh berarti  عطقلا (potongan). Harta yang dibayarkan 
kepada muqtaridh (pihak yang meminjamkan) dinamakan qarad, sebab 
merupakan potongan dari harta muqridh (pihak yang meminjam).29 
Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, 
maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang sedang 
membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta 
orang yang memberikan pinjaman tersebut.
30
 
al-Jaziri juga mendefinisikan qardh dalam kitabnya al-Fiqh alâ al-
Madzâhib al-Arba‟ah: 
 َُِسَف  ُعْطَقْىَا :ُضْسَقْىَا َّ  ِِْٔٞطْعُت ِْٛرَّىا ُهاَْىا
 َقَتَت  َُّث  َكِسَْٞغِى ًَُّّٔلِ ا ضْسَق ٍُِْٔ ُٓاَضا ٌةَعْطِق
 َلِىاٍَ ٍِِْ
31 
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Ibnu Manzur, lisân al-„Arab, (Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-
sâni, 2005),VII, h. 216. 
29Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.151. 
30
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmiy qa Adilatuh, Juz 4 (Dasmakus: Dar Al-Fikr, Cet. 
III, 1989), h. 719. 
31
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba‟ah (Digital Library, al-
Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, Cet. II, 2005), h. 225. 
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Artinya: 
“al-Qardu berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan 
kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut sebagai 
qard, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu.” 
 
Sayid Sabiq memberikan definisi qardh di dalam bukunya fiqh as-
Sunnâh sebagai  berikut: 
اَْىا َُٕ٘ ُضْسَقْىا ِْٛرَّىا ُه ُضِسْقَُْىا ِِْٔٞطْعُٝ
 َسَتْقَُْيِى ِِٔتَزْدُق َدِْع َِْٔٞىِإ َُٔيْثٍِ َّدُسَِٞى ِض
 َِْٔٞيَع
32 
Artinya: 
“Qardh adalah  harta yang diberikan kepada pemberi utang (muqridh) 
kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan 
kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu 
membbayarnya”. 
 
Menurut syara‟ al-Qardh adalah salah satu bentuk taqarrub kepada 
Allah Subahanahu wata‟ala karena al-Qardh berarti berlemah lembut dan 
mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan 
kesulitan yang menimpa orang lain.33 Sedangkan al-Qardh menurut istilah 
terdapat perbedaan pandang antara para ulama yaitu: 
a. Menurut ulama Hanâfiyah, 
ررِْٞطْعُت اررٍَ َ٘ررُٕ ُضْسررَقْىَا ِْررٍِ ِٔ   هاررٍَ
ررررِيْثٍِ  ٜ  ُٓاررررَضاَقَتَتِى   َزاررررَبِعِب َْٗأ
 ٌْ٘رر ُْصٍَ ٌدررْقَع َ٘ررُٕ َٙسررْخُأ  دُسررَٝ  ٚررَيَع
ٟ ِ   ٜرررِيْثٍِ  هارررٍَ  عرررْفَد َّدُسرررَِٞى َسرررَخ
 َُٔيْثٍِ34 
 
Artinnya:  
                                                             
32
Sayid sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3 (Beriut: Dar al-Fikr, cet III, 1981), h. 182. 
33
Sayid  Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kairo: Dar al-Fath Lil I‟Lam al-Araby, 1995), h. 181. 
34
Wahbah Zuhaili, Op.Cit., h. 720. 
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“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mâl 
mitslî untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.  Atau dengan 
ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk 
menyerahkan harta yang mâl mistli kepada orang lain untuk kemudian 
dikembalikan persis seperti yang diterimanya .” 
 
b. Menurut ulama Mâlikiyah, al-Qardh adalah penyerahan harta kepada 
orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam 
mengembalikannya.35 
c. Menurut ulama Syâfi‟iyah, 
 : اُْ٘ىارررر َق ُةَِّعِفاررررَّشىَا ُضْسرررر َقْىَا
 عْسرررَرع َُررررَيْطُٝ ا ِاْٞررررَّشىا ٚررررَْْعَِب 
ضَسْقَُىا
36 
Artinya:  
“Syâfi‟iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara‟ diartikan 
dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat 
baru dikembalikan). 
 
d. Menurut ulama Hanabaliah, 
 َدَب  دُسَِٝٗ ِِٔب ُعِفَتَْٝ َِِْى  هاٍَ ُعْفَد ُضْسَقْىَا
 َُٔى37 
Artinya:  
“Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang 
memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”. 
 
Dari beberapa pengertian al-Qardh  di atas, dapat disimpulkan bahwa al-
Qardh adalah mengutangkan atau memberi pinjaman kepada  orang yang 
membutuhkann. al-Qardh merupakan bentuk mu‟âmalah yang bedasarkan 
                                                             
35
Wahbah Zuhaili, Loc.Cit., h. 720. 
36
Ali Fikri, al-Mu‟âmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah (Mesir: Mushthafa al-Babsy, 
1356 H), h. 346. 
37
 Ibid,. h. 346. 
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taqarrub kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana 
membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai 
dengan jumlah atau harta yang sama sama dengan yang dipinjamkan.  
Al-Qur‟ân dan sunnah dipandang sebagai fitrah al-Munâzzalah atau 
sebagai pendamping fitrah yang dimiliki oleh manusia secara langsug dalam 
dirinya seperti al-Aql, al-Syahwat dan al-Ghadhab. Al-Qur‟ân adalah rujukan 
ilmu-ilmu Islam. Al-Qur‟ân adalah kitab suci karena di dalamnya terdiri dari 
himpunan wahyu yang merupakan “dalil dalil” ilmu. Sunnah merupakan 
salah satu bagian ajaran pokok agama dan cabangya yang telah dijelaskan 
oleh Rasûl (Inna ushûl al-Dîn wa furû‟aha qad bayyanahâ al-Rasûl). Dengan 
berakhirnya  tugas kerasulan Muhammad Shalallahu ‟alaihi wa salam,  berarti 
tuntaslah sudah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. pokok-pokok 
agama dan cabang-cabangnya tersebut tidak lagi menerima perubahan baik 
berupa tambahan maupun pembatalan, karena yang mempunyai ortoritas 
untuk melakukannya hanyalah Allah Subahanahu wa ta‟ala. Sesuai dengan 
firman Allah Subahanahu wa ta‟ala dalam surat al-Mâidah (5) ayat 3:38 
                  
       
 
Artinya: 
                                                             
38Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan 
Harta”. Jurnal al-„Adalah, Vol. 13 (November 2017). h. 245. 
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“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi 
agama bagimu.”(Q.S al-Mâidah (5) ayat 3(.39 
 
Dari  prinsip ini lahirlah dua macam kaidah umum ilmu hukum yang 
meliputi ibadah dan mu‟âmalah. Dalam ibadah dikenal dengan kaidah yang 
menyatakan “al-Ashlu fî al-Ibâdah al-Taûqif”. Sedangkan dalam mu‟âmalah 
dikenal pula kaidah yang menyatakan “al-Ashlû fî al- Mu‟âmalat al-Ibâhah 
hattâ yadulla al-Dâlil „alâ tahrîmihi”.40 Utang piutang/Qardh sendiri 
merupakan salah satu bentuk mu‟âmalah yang yang di anjurkan oleh Allah 
dan Rasul dalam al-Qur‟ân, Qardh disebutkan beberapa ayat di dalam  al-
Qur‟ân dan  hadîts sebagai dasar hukum utang  piutang antara lain: 
a. Surat al-Baqarah (2) ayat 280 
 
                       
               
Artinya: 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.”(Q.S al-Baqarah ayat 280).41 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan 
utang kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan rela karena Allah, sama 
                                                             
39
Departemen Agama RI, al-Qur‟ân dan Terjemah (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 
h. 107. 
40
Mohammad Rusfi, Loc.Cit., h. 245. 
41
Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 47. 
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dengan memberikan pertolongan walaupun utang itu masih harus 
mengganti diwaktu lain. 
b. Surat al-Baqarah (2) ayat 282 
                 
         
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya......” (Q.S al-Baqarah (2) ayat 282).42 
 
Penjelasan dari ayat di atas yaitu dalam utang piutang hendaknya 
dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang 
mempersaksikan untuk menjaga apabila salah satu dari pihak mereka 
lupa, maka dapat diingatkan orang lain. 
c. Surat al-Mâidah (5) ayat 2 
                     
                   
Artinya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya.”( Surat al-Mâidah (5) ayat 2).43 
 
Maksud dari ayat ini adalah Allah menyeru kita untuk saling tolong-
menolong dalam kebaikan dan melarang kita untuk tolong-menolong 
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43
Ibid., h. 106. 
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dalam berbuat dosa. Dalam utang piutang sendiri terdapat nilai luhur dan 
cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. 
Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus 
didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam 
kebaikan. Ayat di atas berarti juga bahwa pemberian utang harus 
didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan 
oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukanya.44 
d. Surat al-Hadid (57) ayat  11 
                  
         
Artinya:  
 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.S al-
Hadîd ayat 11).45 
 
e. Surat at-Tagâbun (64) ayat 17 
                 
          
Artinya: 
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 
Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. 
dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. at-
Taghâbun (64) ayat 17).46 
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Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), h. 222. 
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Ayat-ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran dan penjelasan untuk 
melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain yang 
membutuhkan dan banyak sekali pahala terhadap pemberian pinjaman 
utang piutang yang dimana Allah akan melipat gandakan pinjaman 
tersebut (balasan pahala). 
Dilihat dari sisi muqridh (orang yang memberi utang), Islam 
menganjurkan kepada hambanya untuk memberikan bantuan kepada 
orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang kepada  
yang membutuhkan. Kemudian dilihat dari muqtaridh (orang yang 
mengutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan 
diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk 
memanfaatkan  barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan harus mengembalikan persis seperti yang 
diterimanya.47 
f. Hadîts Abû Hurairah 
 ُ  َّٚيرر َ ِٜررِبَّىا ِ ررَع  ََسررَٝسُٕ ْٜررِبَأ ِْررَع
 ِْررَع َ ررَّفَّ ِْررٍَ :َهاررَق ٌََّيررَََّٗ ِٔررَْٞيَع
 َ ررَّفَّ اَٞ ّْ دررىا َِْسررُم ِْررٍِ  ةررَبْسُم  ٌِيرْرسٍُ
 اررَِٞقْىا ًِْ٘ررَٝ َِْسررُم ِْررٍِ  ةررَبْسُم ُٔررَْع ُ 
  ِةرررٍَ ٚرررِف ِ رررْعٍُ ٚرررَيَع َّ رررَٝ ِْرررٍَ َٗ
 َّررَٝ اَٞ ّْ دررىا  َيَع ُ  َٗ اَٞ ّْ دررىا ٚررِف ِٔررْٞ
 ٚررِف  ٌِيرْرسٍُ ٚررَيَع َسَترَرَّ ِْررٍَ َٗ   َِسرِرخ ْٟا
 اَٞ ّْ دررىا ٚررَف ِٔررَْٞيَع ُ  َسَترَرَّ اَٞ ّْ دررىا
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Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2017), h. 275.  
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 اررٍَ ِدررْبَعْىا ُِْ٘ررَع ْٜررِف ُ  َٗ   َِسرِرخ ْٟا َٗ
رررِْٞخَأ ُِْ٘رررَع ْٜرررِف ُدرررْبَعْىا ًَاَد ِٔ   ٓاٗز(
)ٛرٍستىا.48  
Artinya: 
“Dari Abû Hurairah dari Nabi Shalallahu „alaihi wa salam beliau  
bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim 
kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari 
kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang 
yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan 
memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barang 
siapa yang menutupi aib seseorang muslim di dunia, maka Allah akan 
meutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa 
meolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.”(HR. 
Tirmidzi). 
 
g. Hadîts Ibnu Mas‟ûd 
ا َِْع َِّبَّىا ََُّأ  دُْْ٘ع سٍَ ُِ ْب يع   ٚي  ٔٞ
 َها َق  ٌيَّ ٗ:   ٌِْي سٍُ ٍِِْ  اٍَ ا َِْي سٍُ ُضِس ْقُٝ
 َّسررٍَ اَِٖتَقَدرر ََم َُاررَم َّ ِإ ِ َْٞتَّسررٍَ ارر ضْسَق  
 ٓاٗز( ِبإ ُابح ِبإ ٗ  ٔجاٍ)49 
Artinya: 
“Dari Ibnu Mas‟ûd bahwa Rasulullah Shalallahu „alaihi wasalam 
bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang 
muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah dua kali” (HR. Ibn Majah 
dan Ibn Hibban). 
 
 
 
 
 
h. Hadîts Ibnu Mas‟ûd 
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Abû „Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, juz 3 hadîts nomor 1206, (CD Room, 
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 ِْررَعررْب ِ  ِدررْبَع َّررِبَّىا ََُّأ  دُْ٘عررْسٍَ ِ 
 ِْررٍَ :ُهْ٘ررُقَٝ َُاررَم ٌيررَّٗ ٔررٞيع   ٚيرر 
 ِسررْجَأ ُوررْثٍِ ُٔررَى َُاررَم ِ َْٞتَّسررٍَ َ  َضَسررْقَأ
 ِٔررِب  ََّدرر ََت ْ٘ررَى إَِِدررَحَأ  ِرربإ  ٓاٗز(
)ُابح50 
Artinya: 
“Dari Ibnu Mas‟ûd bahwa Rasulullah Shalallahu „alaihi wasalam 
bersabda: Barang siapa yang memberikan utang atau perjanjian kepada 
Allah dua kali maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah 
satunya andaikan ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban). 
 
Penjelasan  dari hadîts di atas dapat dipahami bahwa dianjurkan bagi 
seorang muslim untuk menolong semuanya dengan jalan memberikan 
utang agar bisa keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang 
diharapinya. Di dalam Islam memberikan utang kepada orang lain yamg 
benar-benar memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang 
bernilai ibadah yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu 
bentuk kebaikan yang bernilai ibadah, dan Allah juga akan menjamin 
kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain. 
i. Hadîts Anas bin Mâlik 
 ِْرَع  ٍَ ِ رْب ِ ر ََّأهارَق  لرِىا:    ُه٘رََُّز َهارَق
ٌيرَّٗ ٔرٞيَع   ٚير :  ُر َْٝأَز  َْٞى َِٛسرَُّْأ َةرَي
ِٜب  ِْاَب َٚيَعا بُْ٘تْنٍَ ِةََّْجْىا: ىا ُةَقَدَّ 
رْشَعِب ِس  ارَِٖىاَثٍَْأ ِةرَِّٞاََثِب ُضْسرَقْىاَٗ  َسرَشَع
 ُ ْيُقَف   اٍَ  ُوْٝ سِْبج اَٝ ُو َضْفَأ ِضْس َقْىا ُها َب
  ِْرٍِ ِةَقَدرَّ ىا؟  َهارَق َلِ ُه َرْسَٝ ُوِبارَّسىا َُّ
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 ِْررٍِ  َ ِإ ُضِسْقَترْرسَٝ  َُضِسْقَترْرسَُْىاَٗ َُٓدررِْعَٗ
 ِةَجاَح )ٔجاٍ ِبإ  ٓاٗز(51 
Artinya: 
“Dari Anas bin Mâlik ia berkata, Rasulullah Shalallahu „alaihi 
wasalam, bersabda: Saya melihat di saat malam isra‟ Mi‟raj pada pintu 
surga tertulis sedekah dilipatgandakan sepuluh kali dan qardh 
(pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali, aku bertanya kepada 
Jibril `wahai Jibril kenapa qard lebih utama dari pada sedekah?‟ Jibril 
menjawab karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia 
punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali 
karena ada kebutuhan(H.R Ibnu Majah).52 
  
Maksud hadîts di atas Rasulullah Shalallahu ‟alaihi wa salam 
memberikan pemahaman agar orang tidak berat dalam memberikan 
pinjaman. Karena terkadang seseorang merasa keberatan bila harus 
memberikan pinjaman atau bersedekah. Tetapi dengan jaminan pahala 
yang  Allah janjikan di dalam hadîts  tersebut, memberikan pinjaman 
akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan 
sedekah.53  
 
B. Rukun dan Syarat Utang Piutang dalam Islam 
 Islam menganjurkan memberikan bantuan kepada orang lain yang 
membutuhkan, salah satu bentuk bantuan yang dianjurkan ialah berkaitan 
tentang utang piutang dengan cara memberikan utang dan memperbolehkan 
bagi yang berutang dengan mengembalikan apa yang diutang seperti semula. 
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Seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan oleh para fuqaha. 
Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijâb dan qabû.
 54
 Kata ijâb dan qabûl 
lebih spesifik dari kata dua belah pihak, seperti yang diungkapkan 
Mahmashâny. ijâb dan qabûl menunjukkan kehendak dua belah pihak, 
adapun dua belah pihak bersifat umum, belum tentu menunjukkan ijâb dan 
qabûl. namun demikian, baik ijâb dan qabûl Maupun dua belah pihak 
termasuk dalam rukun akad. Dua belah pihak atau lebih dalam istilah 
Mahmashâny, adalah pihak yang melakukan ijâb dan qabûl. 
55
Sedangkan 
menurut jumhur fuqâhâ, rukun dan syarat qardh adalah „âqid (muqridh dan 
muqtaridh), mauqûd „alaih (uang atau barang) dan shigât (ijâb dan qabûl).56 
1. „Ȃqid 
Untuk „âqid terdiri dari dua orang yang berakad baik dari muqridh 
maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan 
tasarruf atau memiliki ahliyah (kecakapan).57 
a. Pihak yang meminjam (muqtaridh) 
Adapun syarat seorang muqtaridh ialah: 
a) Pihak yang meminjam (muqtarid) merupakn ahliyah mu‟âmalah 
yaitu bâligh dan berakal.58 
b) Pihak yang meminjam (muqtaridh) tidak mahjûr „alaih (bukan 
orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri 
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hartanya oleh sebab tertentu). Oleh karena itu, qardh tidak sah 
apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau 
orang gila, maka akad tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi 
syarat.59 
 
 
b. Pihak yang memberikan pinjaman (muqridh) 
 Adapun syarat seorang muqridh ialah: 
a) Orang yang memiliki hak dan kecakapan dalam menggunakan 
hartanya secara mutlak menurut pandangan Islam. Seperti orang 
dewasa yang menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak 
bermanfaat dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam. 
b) Muqridh dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan 
kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain atau 
intervensi dari pihak ketiga.60 
c) Pihak yang memberi pinjaman (muqridh) memiliki kecakapan 
untuk melakukan akad tabarru‟.61 
2. Pelaksanaan dan shighât (ijâb dan qabûl) 
Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, 
akad qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang 
yang dibolehkan oleh syara‟. Selain itu, qardh dipandang sah setelah 
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Ahmad Wardi Muslich, Loc.Cit., h. 278.  
60
Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h. 102. 
61
Ali Fikri, Op.Cit., h. 351. 
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adanya ijâb dan qabûl, sepertihalnya pada jual beli dan hibah.62 Terkait 
dengan ijâb dan qabûl, para ulamâ‟ menetapkan tiga syarat di dalamnya, 
yaitu: 
a. ijâb dan qabûl harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak 
yang melakukan akad. 
b. Antara ijâb dan qabûl harus sesuai denga kesepakatan  kedua pihak. 
c. Antara ijâb dan qabûl harus bersambung dan berada ditempat yang 
sama jika kedua belah pihak hadir atua berada ditempat yang sudah 
diketahui keduanya. 
Shighât ijâb bisa dengan menggunakan kata qardh (utang atau 
pinjaman) dan kata salaf (utang) atau dengan kata yang mengandung arti 
kepemilikan. Seperti halnya “saya milikkan kepadamu barang ini, 
dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya 
penggantinya”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan 
cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan 
kata salaf untuk qardh didasarkan kepada hadîts Nabi dari Abû Rafi‟. 
   َه٘رُرََّز َُّ َأ-  رر َ َيررْٞيَع   ٚ ِٔ  َٗرَرَّ َي ٌِ -  
رٍِ  ََيرْسَْتَِّإ  ورُجَز ِْ ِٔرَْٞيَع  ٍَِْدرَقَف  ا سرْنَب
 َف  ِةَقَدَّ ىا ِوِبِإ ٍِِْ ٌو ْبِإ  عِفاَز ا َبَأ َسٍَ
 ٘ ُبَأ َِْٔٞىِإ َعَجَسَف َُٓسْنَب َوُجَّسىا َِٜضْقَٝ َُْأ
 ا سَِٞخ َّ ِإ اَِْٖٞف ْدِرجُأ ٌْ َى : َهاَقَف  عِفاَز
 َُِّإ ُٓاررَِّٝإ ِٔررِطْعَأ َوررَقَف فارر ِٞعاَبَز َزاررَِٞخ
                                                             
62Rachmad Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h.153. 
29 
 
 
 
 ارررر َضَق ٌُُْْٖرررر َسْحَأ ِحاررررَّىا   ٓاٗز(
)ٌيسَىا.63 
Artinya:  
 Rasûlullâh Shalallahu „alaihi wa sallam pernah meminjam dari 
seseorang seekor onta yang msih muda. Kemudian ada satu ekor onta 
sedekah yang dibawa kepada beliau. Baliau lalu memerintahkan Abû 
Rafi‟ untuk membayar kepada  orang tersebut pinjaman satu ekor onta 
muda. Abû Rafi‟ pulang kepada beliau dan berkata : “Aku tidak 
mendapatkan kecuali onta masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: 
“Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah 
yang paling baik dalam membayar hutangnya.” (HR Muslim no.4192). 
 
3. Barang yang diutangkan (Muqtarad/Ma‟qûd „alaih) 
Menurut jumhur ulama dari kalangan Mâlikiyah, Syâfi‟iyah dan 
Hambaliah, yang menjadi obyek pada akad qardh atau barang yang 
diutangkan dalam akad  qardh sama seperti obyek pada akad salam baik 
berupa dari barang yang ditakar (makîlat) dan ditimbang (mauzûnat) 
maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (qimiyat) seperti 
hewan dan barang dagangan dan barang yang dihitung.64 
Hanâfiyah mengemukakan bahwa ma‟qûd „alaih hukumnya sah 
dalam mâl mitsil yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda dan 
mengakibatkan perbedaan nilai seperti barang-barang yang ditakar 
(makîlat) barang yang ditimbang (mauzûnat), barang-barang yang 
dihitung (ma‟dûdat) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan 
meteran (madzrû‟at). Sedangkan barang-barang  yang tidak ada atau sulit 
mencari persamaannya di pasaran (qimiyat) tidak boleh dijadikan objek 
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Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authâr, Juz 5, (Damaskus, Dar al-Fikr, 
t.t.,), h. 345-346. 
64
Syamsuddin bin Qudamah Al-maqdisi, Asy-Syarh Al-Kabit, Juz 2, (Damaskus, Dar 
Al-Fikr, t.t.,) h. 479. 
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qardh, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang 
sama.65 
C. Hak dan Kewajiban dalam Utang Piutang 
1. Hak dan kewajiban debitur/muqtaridh 
Bila muqtaridh telah memegang barang atau uang yang dipinjam, 
maka muqtaridh wajib menjaga pinjaman tersebut. Demikian menurut 
Ibnu Abbas, Aisyah, Abû Hurairah, Imam Syâfi‟i dan Ishaq dam hadîts 
yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Shalallahu ‟alaihi wa Salam  
bersabda: 
    ََدارَتَق ِْرَع    َِرَسَسىا ِْرَع ََسَُرََّ ِْرَع 
 ٜرَيَع :ٌََّيرََّٗ ِٔرَْٞيَع ُ  َّٜير َ  ٜرِبَّىا َهارَق
ٔررْٝ د َُٝ ٚررَّتَح ََّْرررَخَأ اررٍَ ِدررَْٞىا  ٓاٗز(ف
)دٗاد ٘بأ66 
Artinya:  
“Dari Qatâdah, dari Hasan, dari Samurah, Nabi Shalallâhu‟alaihi 
wa salam berkata: Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, 
hingga ia mengembalikannya.” 
 
Kemudian muqtaridh wajib mengembalikan pinjaman tersebut atau 
mempercepat pelunasan utang tersebut sebelum ia meninggal dunia, 
karena utang berbeda dengan hibah, Shadâqah dan hadiah. Hibah, 
shadâqah dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu 
dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas 
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Wahbah Zuhaili, Op.Cit., Juz 4, h. 720. 
66
Ahmad ibn Muhammad, Kifâyat al-nabîh Syarh al-Tanbîh fi Fiqh al-Imam as-Syâfi‟î, 
juz 1 (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009) h. 287. 
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barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, 
baik dengan barangnya maupun dengan harganya. 
Pengembalian pinjaman atau pelunasan utang ini dianjurkan 
secepatnya bahkan diwajibkan untuk dikembalikan, apabila yang 
berutang (muqtaridh) telah memiliki uang atau barang untuk 
pengembaliannya itu, agar tidak menjadi beban ketika meninggal dunia. 
Bahkan Nabi enggan menshalatkan jenazah yang tertanggung utang 
sampai ada yang menanggungnya. Demikian menurut Nabi 
Shalallahu‟alaihi wa salam bersabda: 
 َٗ َع ِْ  َج سِبا  َِٜضَز    ُٔرَْع  َهارَق:  فُ٘رُت َٜ  ٌورُجَز ارٍَِّ 
 َّسَغَف َْْي ُٓا   َٗ ََّح ُٓاَْْط   َٗ  ََّّفَم ُٓا  َُّث اََْْٞتَأ  ِِٔب 
 ُهََُّْ٘ز   َّٚي َ  ُ  َيَع ِٔرْٞ  َٗ  ٌََيَرَّ  ارَْْيُقَف:  ْٜ ير َُّ 
 َِٔٞيَع؟ اََطصَف  ًّطَخ   َّرُث رق:َهَا  ِٔرَْٞيَعَأ د  ٌِرَْٝ؟ 
 َْْيُقَفا: د  ُِاَزاَْ َِْٝ  َفَس َّْاَف  َيََّسَتَفاَُٖ  ُْ٘بَأ 
رَتَق ََدا   ُٓارََْْٞت ََف   َهارَقَف  ْ٘رُبَأ رَتَق ََدا: 
 َا ُِاَزاَْ َّْٝدى  ََّيَع    َقَفا َه  ُهََُّْ٘ز  ُ  َور َ  ُ  ِٔرَْٞيَع 
 َٗ:ٌَََّيَّ  ََح  ِسَغْىا ْٝ ٌِ  َٗ  ِسَٝ َئ  ٍُِْٖاَ ؟ ُ َْٞىا رَقا:َه 
 ٌَْعَّ َّٚي ََف َٞيَعٔ ٘ربأ ٗ دَحأ ٓاٗز( ٗ دٗاد
ُابح ِبإ) ِف 67 
Artinya:  
 Dari Jâbir radiyallahu‟anhu ia berkata: “Seseorang laki-laki di 
antara kamu meninggal dunia, kemudian kami memandikannya, 
membalutnya dengan minyak wangi dan sebagainya dan mengkafaninya. 
Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Shalallahu‟alaihi wa 
salam lalu kami berkata: „Mari jenazah ini kita shalatkan? Rasulullah 
                                                             
67Muhammad bin Isma‟il al-Kahlani, Subul as-Salam, Juz 3, (Mesir: Maktabah 
Musthafa al-Halabiy, cet. IV, 1960), h. 38. 
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Shallahu‟alaihi wa salam melangkah kemudian bertanya: „Apakah mayit 
ini mempunyai  utang?‟ kami menjawab: „Ya, dua dinar.‟ Rasulullah 
Shalallahu‟alaihi wa salam kemudian pergi. Kemudian Abu Qatadah 
menanggung utang yang dua dinar itu. Lalu kami datang kepada Nabi, 
dan Abu  Qatadah  berkata: „saya yang menanggung utang dua  dinar 
itu.‟ Maka Nabi Shalallahu‟alaihi wa salam bersabda: „Utang itu adalah 
hak penjamin dan mayit bebas dari padanya? Abû Qatadah menjawab: 
„Ya.‟ Setelah itu barulah Nabi menshalatkannya.” (HR. Ahmad, Abû 
Dawud, an-Nasa‟i, Ibnu Hibban). 
 
Dari hadîts tersebut jelaslah bahwa perkara utang ini sangatlah berat, 
bahkan nabi enggan menshalati jenazah yang masih tertanggung hutang 
sampai ada yang melunasinya dan dari hadîts tersebut juga 
mensyariatkan sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada 
saat orang yang berhutang meninggal dunia dan tidak akan menjadi salah 
satu perkara yang menghalanginya masuk surga. 
2. Hak dan kewajiban kreditur/muqridh 
Orang yang memberikan utang (Muqridh) memiliki hak dan 
kewajiban kepada orang yang berutang (Muqtaridh). Adapun salah satu 
hak seorang muqridh yaitu ia berhak meminta pembayaran atau menagih 
atas utang yang dipinjamkan kepada muqtaridh. Hal ini  dijelaskan oleh 
Nabi Muhammad  Shalallahu‟alaihi wa salam : 
 ٌحْ٘رررُبْسٍَ َ٘رررُٕ  ُٔرررَْع ِْْقارررَف ِٔرررِْ َْٝدِب
 َهارررَقَف:   ارررَٝ َهْ٘ررُرََّز  ِ   ْدرررَق  ُرررَّْٝدَأ 
ررررَْع ُٔ  َّ ِإ  َِْٝزاررررَْ ِْٝد   ِا ًّد اررررََُْٖع 
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 َأَسررررٍِْإ   َٗ َ ْٞررررَى  اررررََٖى   ٌةررررَْ َٞب 
 َهاَقَف :  اَِٖطْعَأ ةَِّقسٍُ اََِّّٖإَف.68 
 
 
Artinya: 
“Ia disandra oleh hutangnya, oleh karena itu segera utang tersebut 
dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: „Ya Rasulullah sesungguhnya 
saya telah membayarkannya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh 
seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi.‟ Kemudian Rasulullah 
Shalallahu‟alaihi wa salam bersabda: “Berikan (bayarkan) utang itu 
kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.”  
 
Apabila kondisi orang yang berutang (Muqtaridh) sedang berada 
kesulitan dan ketidak mampuan, maka kepada orang yang memberikan 
utang (Muqridh) dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan 
ssmenunggu sampai muqtaridh mampu untuk membayar utangnya. Hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280: 
 
                           
               
Artinya: 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui”.69 
 
3. Kewajiban dalam membayar utang 
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Sayid Shabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3 (Beriut: Dar al-Fikr, cet. III, 1981), h. 185. 
69
Departemen Agama RI, Loc.Cit., h. 47. 
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Kewajiban membayar utang bagi orang yang berutang (Muqtaridh) 
yaitu dengan mempercepat waktu pembayaran meskipun utang tersebut 
belum jatuh tempo. Selain itu, orang yang yang berutang (Muqtaridh) 
wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, 
tanpa mengulur-ngulurnya ketika sudah mampu membayarnya, maka 
hendaknya utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Bagi 
orang yang sudah mampu membayar utang pada waktu yang telah 
ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.70 Akan tetapi jika ia sudah 
mampu, namun ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia 
termasuk orang yang dzalim. Hal ini sesuai dengan sabda  Nabi 
Muhammad Shalallahu‟alaihi wa salam: 
 ََسررَْٝسُٕ ْٜررِبَأ ِْررَع  َهْ٘رُرََّز ََُّأ  ُ  َٚيرر َ  
 َّير َََّٗ ِٔر َْٞيَع:َهار َق ٌَ   ٜر َِْغْىا ُور ْطٍَ  ُظ ٌر ْي 
اَذِإَٗ   ُأ َحَأ َعِبْت اٞ ِيٍُ َٚيَع ٌُْمُد  ْعرِبَّتَْٞيَف 
)دٗاد ٘بأ  ٓاٗز(.71 
Artinya: 
“Dari Abî Hurairah bahwa Rasulullah Shalallahu‟alaihi wa salam 
bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya 
(mampu) merupakan penganiayaan dan apabila salah seorang di antara 
kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka 
hendaklah menerimanya.” (HR. Abû Dawud). 
 
D. Hapusnya Utang Piutang dalam Islam 
 Sebuah akad tentu ada masa waktu berakhirnya, utang piutang di dalam 
Islam merupakan akad yang sama seperti akad pada umumnya, namun yang 
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Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syari‟ah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor 
Keuangan Syari‟ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 236. 
71
Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats as-Sajstani, Sunan Abû Dawud Juz 3 (Dar al-Fikr 
t.t), h. 247. 
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membedakan dalam akad utang piutang (qadrh) ini adalah tidak melepaskan 
prinsip tabarru‟ atau prinsip tolong- menolong. Berdasakan prinsip tabarru‟ 
tersebut ada beberapa yang menyebabkan utang piutang tersebut terhapus 
atau lunas. 
 Dilihat dari  prinsip tabarru‟  dalam akad utang piutang tersebut, sesuai 
dengan firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 280. Di  dalam  surat al-
Baqarah ayat 280 tersebut Allah menjelaskan mengapa utang piutang  
termasuk akad tabarru‟. Ada dua kondisi yang Allah jelaskan di dalam ayat 
tersebut, kondisi yang pertama ketika posisi orang yang berutang (Muqtaridh) 
tidak mampu membayar utangnya maka berikan waktu tenggang sampai 
orang yang berutang  mendapat kemudahan untuk melunasi utangnya.  
Kemudian kondisi yang ke dua yang dapat menghapuskan utang piutang, 
ketika pihak yang memberikan utang (Muqridh) mengikhlaskan utang 
tersebut kepada orang yang berutang  (Muqtaridh), di dalam ayat tersebut 
Allah mengajarkan untuk memutihkan utang itu atau mengikhlaskannya. Ada 
beberapa keutamaan mengikhlaskan utang, diantaranya: Allah menyebutkan 
sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu 
mengetahuinya. Pada kondisi yang kedua ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. 
Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan: 
 َٗررٍِ ِْ  َف َ٘ررِبا ِد  ْا ٟررَٝ ِة َف :ررِض ْٞ َي ُة  ِْلا ِءاَسررْب
 ِ َّْٝدرررىا َِرررٍِ  َٗ َأرررَّّ ُٔ ررر َ َد َق ٌة ِى   َق ْ٘رررِى ِٔ 
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 َترررَع َىا: ٚ} َٗ َأ ُْ  َتررر َ َّد ُق ْ٘ َخ ارررْٞ ٌس  َّىرررُن ٌْ{  
 َٗ َْلا ْب َس ُءا  َُّ َّ ٌة َٗ   ْلا ّْ َظ ُزا  َٗ ِجا ٌب.72 
Artinya: 
“Di antara pelajaran dari ayat  ini, keutamaan menggugurkan utang dan 
ini bernilai sedekah. Bedasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, sehingga 
memutihkan utang hukumnya anjuran, sementara menunda pelusnasan bagi 
yang tidak mampu hukumnya wajib (Tafsîr al-Qur‟ân karîm, al-Baqarah ayat 
280)”. 
 
 
E. Etika Utang Piutang dalam Islam 
 Ada beberapa hal yang dijadikan pesnekanan dalam utang piutang 
tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai 
berikut: 
1. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya 
dikuatkan dengan tulisan dari pihak  berutang dengan disaksikan dua 
orang saksi laki-laki atau  dengan saksi laki-laki dengan dua orang 
saksi wanita. Untuk dewasa inni tulissan tersebut dibuat di atas kertas 
bersegel atau bermaterai.  
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 
mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya. 
3. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan spertolongan 
kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam tidak mampu 
mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. 
                                                             
72Ammi Nur Baits, “Aturan Indah Tentang Utang Piutang” (On-line), tersedia di: 
http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html. (21 Januari 
2019). 
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4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman 
hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam 
pembayaran pinjaman berarti berbuat dzalim. 
 
 
 
 
BAB III 
UTANG PIUTANG DALAM KUHPdt 
 
A. Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa 
Pengertian utang piutang di dalam pasal 1754 KUHPdt pengertian utang 
piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Menurut pasal 1313 
menyebutkan bahwa “perjanjan adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengingatkan dirinya kepada satu orang atau lebih 
lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana 
dua belah pihak atau lebih saling mengingatkan diri untuk melaksanakan 
suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.
73
 Sedangkan 
menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau 
di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal 
tertentu”.74 
 Bab 13 Buku III KUHPdt, dalam pasal 1754 KUHPdt yang secara jelas 
menyebutkan bahwa: 
  “perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak 
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan mana syarat bahwa 
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 
macam dan keadaan yang sama pula”.75 
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 Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam 
pasal 1754 KUHPdt, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dari utang 
piutang  adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam 
jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di 
kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib 
dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada 
kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 
Sedangkan piutang adalah tagihan (tuntutan) kreditur kepada debitur atas 
uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu 
memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta 
kekayaan debitur. 
 Inti dari  perjanjian untang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman 
uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang 
telah ditentukan. Pada umumnya, pengembalian uang dilakukan secara 
berangsur.
76
 Dalam Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian 
menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan 
debitur, yang dimana hak kreditur merupakan kewajiban debitur dan 
sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur, yang dimaksud 
kreditur dan debitur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pasal 
1 angka 2 dijelaskan kreditur adalah orang yang mempunyai tagihan piutang 
kepada pihak lain karena pinjaman atau undang-undang yang dapat ditagih di 
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muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang 
karena pinjaman atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 
 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya 
kesepakatan adanya perjanjian kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. 
Bedasarkan kesepakatan perjanjian tersebut maka berlaku sebuah asas “Pacta 
sunt servanda” yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan ditanda tangani oleh kedua 
belah pihak terkait dengan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak harus 
menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di dalam perjanjian 
ataupun undang-undang yang mengatur perjanjian tersebut serta harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik dalam melakuakan perjanjian (Pasal 1338 
ayat (3) KUHPdt). 
 Pada umumnya dalam sebuah perjanjian terdapat risiko-risiko yang dapat 
merugikan kreditur,  risiko-risiko tersebut tentunya perlu diperhatikan secara 
seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian pinjaman 
diperlukan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak debitur 
untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.
77
 Peristiwa yang banyak 
terjadi di bidang utang piutang, pengembalian uang yang wajib dibayar oleh 
kreditur sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, 
apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan dapat dikatakan ia 
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melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Namun yang menjadi 
permasalahannya ada peraturan di dalam Buku IV Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang mengatur tentang hapusnya sebuah perikatan karena 
lewat waktu atau daluwarsa, hal ini yang tentunya dapat merugikan dari pihak 
kreditur sebagai suatu alasan debitur untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.  
 Berdasarkan pasal 1381 menyebutkan daluwarsa merupakan salah satu 
cara batalnya perikatan-perikatan,
78
 tetapi daluwarsa untuk dibebaskan suatu 
kewajiban sangat erat hubungannya dengan daluwarsa yang diperoleh. 
Karena dua bentuk tersebut mempunyai hubungan dengan hak kebendaan. 
Daluwarsa yang memperoleh hak (extinetieve verjaring) dan daluwarsa yang 
membebaskan kewajiban (acquistieve verjaring) diatur dalam Buku IV 
KUHPdt sebagai satu bagian dari judul ke VII. 
 Hapusnya sebuah perikatan sendiri lebih jelas diataur dalam Bab IV 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1381, yang 
menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang juga bersifat 
memaksa karena ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang 
menentukan kapan suatu kewajiban yang dilahirkan, tidak hanya dari 
perjanjian, melainkan juga oleh undang-undang menjadi hapus. 
 Jika membaca rumusan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan 
hapusnya perikatan, yaitu:79 
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1. Karena pembayaran; 
Pembayaran yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaksanaan 
atau pemenuhan tiap perjanjian saecara sukarela, artinya pembayaran 
tersebut tidak dengan paksaan atau eksekusi. Pembayaraan itu oleh 
undang-undang tidak selalu ditunjukkan pada pembayaran uang saja, 
tetapi penyerahan barang yang menurut perjanjian dinamakan 
pembayaran. Barang yang dibayarkan harus milik sendiri, sejumlah 
dengan hutang yang akan dibayarkan dan orang tersebut berhak 
memindahkan barang tersebutt  ke orang lain.
80
 
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan 
 Penawaran pembayaran tunai ini merupakan suatu cara pembayaran 
untuk menolong kreditur, yang dimana pembayaran secara konsignansi 
terjadi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan 
perantaraan notaris atau jurusita pengadilan. Kemudian kreditur menolak 
pembayaran tersebut. Atas penolakan kreditur itu, debitur menetipkan 
pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. 
Dengan demikian maka perikatan menjadi hapus karenanya.
81
 (Pasal 
1404 KUHPdt). Akibat hukum konsignasi adalah debitur sudah dianggap 
melakukan kewajibannya untuk berprestasi, sehingga ia bebas dari 
kewajiban pembayaran. 
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3. Pembaruan utang atau novasi (pasal 1413-1424 KUHPdt). 
 Pembaruan utang  (novasi) terjadi dengan jalan mengganti utang 
lama dengan  utang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur 
lama dengan kreditur baru. Pembaruan utang adalah persetujuan atau 
perjanjian, yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat 
yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai 
pengganti perikatan semula (perikatan lama). 
4. Perjumpaan utang atau kompensasi (pasal 1425-1435 KUHPdt). 
 Jika dua orang yang memiliki perjanjian utang piutang, maka 
terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan 
utang-utang kedua orang tersebut (pasal 1425 KUHdt).
82
 Adapun cara-
cara perjumpaan utang piutang diatur dalam pasal 1426-1435 KUHPdt. 
5. Pencampuran utang (pasal 1436-1443 KUHPdt). 
 Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu 
orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang daln oleh 
sebab itu piutang dihapuskan (pasal 1436 KUHPdt). 
6. Pembebasan utang (pasal 1438-1443 KUHPdt). 
 Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana kreditur 
melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. 
Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan 
(pasal 1438-1443 KUHPdt). 
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7. Musnahnya barang (pasal 1444-1445 KUHPdt). 
 Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat 
diperdagangkan lagi atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui 
apakah barang tersebut masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatan 
tersebut, asal musnahnya barang tersebut di luar kesalahan si berutang 
(debitur). 
8. Adanya pembatalan (pasal 1446-1456 KUHPdt). 
 Jika suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu 
perikatan yang dilahirkan karenanya. Artinya perjanjian-perjanjian yang 
dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak  cakap untuk 
bertindak sendiri, begitu pula yang  dibuat dengan paksaan, kekhilafan 
atau penipuan ataupun sebab yang bertentangan  dengan undang-undang, 
kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalakan. Pembatalan ini pada 
umumnya berkibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan 
seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.
83
 
9. Berlakunya syarat batal pasal. 
Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun 
berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum 
dan tidak akan terjadi. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila 
terpenuhi, menghentikan perjanjian. 
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10. Adanya lewat waktu (daluwarsa). 
 Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu 
atau suatu alasan untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk 
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan 
dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-
undang. 
Rumusan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas ada 
sepuluh alasan yang mengapa sebuah perikatan dapat terhapus, salah satunya 
yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini adalah hapusnya sebuah 
perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa. Batas daluwarsa ini merupakan 
batas akhir untuk mengajukan sebuah tuntutan atau gugatan kepada pihak lain 
tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. 
Debitur dapat menuntut daluwarsa yang membebaskan dia dari kewajiban 
tanpa harus diajukan padanya itikad buruk. 
Berdasakan pasal 1963 untuk daluwarsa yang memperoleh kewajiban 
dituntut itikad baik, sedangkan pasal 1967 menentukan dengan tegas bahwa 
terhadap seorang yang menuntut daluwarsa yang membebaskan atas suatu 
tuntutan atau pembayaran, tidak dapat dikenakan iktikad buruk. Jadi juga 
seorang yang mempunyai utang yang sudah batal tanpa disengaja, dapat 
menuntut daluwarsa dan dengan tuntutannya itu utang tersebut batal. Sebagai 
cara terkahir hapusnya perutangan oleh pasal 1381 disebut lewat waktu 
46 
 
 
 
(verjaring). Ini yang disebut lewat waktu yang membebaskan (acquistieve 
verjaring) yang diatur dalam Buku IV (pasal 1967-1976).
84
 
Pasal 1967 KUHPdt  menjelaskan, yang dinamakan daluwarsa atau lewat 
waktu ialah upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari 
suatu perikatan dengan lewatnya suat waktu tertentu dan atas syarat-syarat 
yang ditentukan oleh undang-undang, daluwarsa untuk memperoleh hak milik 
atas suatu benda  dinamakan “extinctieve verjarinng” sedangkan daluwarsa 
untuk dibebaskan dari suatu tuntutan atau penagihan dinamakan “acquisitieve 
verjaring”.85 Darluwarsa dari macam yang pertama tadi sebaiknya dibahas 
berhubungan dengan hukum kebendaan, sedangkan daluwarsa dari macam 
yang kedua dapat dibahas hukum perseorangan atau yang sedang diteliti ini, 
meskipun secara khusus daluwarsa ini seharusnya dibahas secara tersendiri. 
Berkaitan dengan lewat waktu yang membebaskan (acquisitieve 
verjaring). Ada pendapat yang mengatakan, apakah lewat waktu mempunyai 
daya berlaku kuat atau daya berlaku lemah. Sebab yang menjadi persoalan 
ialah apakah dengan lampaunya tenggang lewat waktu, dan apabila syarat-
syarat lainnya telah dipenuhi pula, perutangannya sendiri menjadi gugur 
ataukah hanya gugatannya saja menjadi gugur atas dasar perutangan 
tersebut.
86
 
Jika dikatakan yang terakhir itulah halnya (daya berlaku lemah yang 
membebaskan dari pada lewat waktu), maka perutangannya tetap ada, tetapi 
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pemenuhannya tidak dapat digugat lagi dalam pengadilan. Berarti yang 
tertinggal hanya suatu peruntangan wajar. Oleh undang-undang tidak 
diberikan jawaban tak bersyarat atas pertanyaan tentang daya berlakunya 
verjaring itu, jurisprudensi tidak ada, dan para pihak pengarang berlainan 
pendapat.
87
 
Kedua belah pihak mengemukakan alasan-lasan ilmu bersamaan yang 
terdapat di undang-undang, yakni untuk daya berlaku kuat:
88
 
1. Nama dari pada bagian ketiga titel VII Buku IV, yang menyebutkan 
lewat waktu sebagai suatu upaya untuk dibebaskan dai pada suatu 
kewajiban; 
2. Pasal 1946 yang menyebut pembahasan dari pada suatu perutangan; 
3. Pasal 1381 yang menyebut lewat waktu sebagai suatu cara hapusnya 
verbintenis. 
 Sekarang alasan-alasan untuk daya berlaku lemah:
89
 
1. Pasal 1967 hanya menyebut lewat waktu dari pada suatu gugat; 
2. Menurut pasal 1950 hakim tidak boleh menerapkan ex officio (karena 
jabatan) upaya lewat waktu itu; 
3. Pasal 1947 dan 1948 menyatakan pelepasan lewat waktu itu mungkin. 
Dalam mempertimbangkan soal ini hendaknya diingat bahwa arti penting 
perbedaan antara daya berlaku  kuat dan daya berlaku lemah tidak begitu 
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besar, yakni terutama karena kemungkinan melepaskan verjaring yang telah 
disebutkan tadi. 
Akibat dari pada itu, Jika melihat pendapat berlaku lemah bahwa 
lewatnya waktu  tersebut dapat menghapuskan setiap perikatan hukum dan 
tinggalah suatu perikatan bebas (naturlijkt verbintenis) artinya kalau 
dibayarkan boleh, akan tetapi tidak dapat dituntut lagi di didepan hakim. 
Berarti debitur yang ditagih hutangnya atau dituntut di depan pengadilan 
dapat mengajukan hak daluwarsa sebagai tangkisan (eksepsi) tentang 
kadaluwarsanya piutang, dengan demikian dapat  menangkis setiap 
tuntutan.
90
  
Selanjutnya jika melihat daya berlaku kuat menjelaskan, apabila 
pemenuhan suatu perutangan yang dilakukan sesudah lampaunya tenggang 
lewat waktu, maka tidak dapat menyebabkan penagihan kembali artinya 
utang piutangnya menjadi hapus, kecuali jika terjadi hal dimana debitur telah 
membayar dengan tidak menyadari bahwa sudah lewat waktu, karena hanya 
jika dilakukan pembayaran dengan sadar itu dapat dianggap sebagai 
pelepasan secara tidak dikatakan.
91
 
Lain dari pada dalam hal acquisitieve verjaring untuk lewat waktu yang 
membebaskan diperlukan tidak lain dari pada lampaunya tenggang lewat 
wakt 30 tahun lamanya (periksa pasal 1967). Lebih khusus lagi, berkaitan 
iktikad baik atau buruk dari pada debitur tidak memegang peranan, lagi pula 
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pasal 1967 menyatakan tidak perlu adanya “suatu alasan atas hak”, yang ini 
berarti suatu pernyataan utang tersebut telah lunas atau sebagainya.
92
 
Istilah daluwarsa sendiri sepanjang ada hubunganya dengan perikatan-
perikatan, digunakan dalam beberapa arti. Dalam arti yang paling banyak 
dipakai ada yang dikenal sebagai daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban, 
Pasal 1983 memberikan definisi dari daluwarsa untuk dibebaskan dari 
kewajiban sebagai “suatu upaya untuk dapat dibebaskan dari kewajiban 
setelah berlalunya suatu jangka waktu tertentu dan sesuai persyaratan yang 
ditentukan oleh undang-undang”. Dengan demikian daluwarsa kiranya dapat 
digambarkan sebagai berlalunya suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh 
undang-undang, selama waktu 30  tahun tidak terjadi fakta-fakta yang 
dianggap relevan oleh undang-undang di mana ternyata bahwa pihak kreditur 
tidak menuntut haknya, dengan berlalunya waktu pihak debitur dapat 
memperoleh upaya untuk dapat dibebaskan dari suatu kewajibannya 
(acquisitieve verjaring).
93
 
Undang-undang membuat suatu aturan umum bagi daluwarsa untuk 
dibebaskan dari kewajiban dan telah menetapkan jangkanya waktu selama 
tiga puluh tahun. Untuk hal-hal yang sangat banyak namun berlaku jangka 
waktu daluwarsa tersendiri dan kadang-kadang juga suatu aturan tersendiri.
94
 
Seseorang dapat dibebaskan dari suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu 
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seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum 
(acquisitieve verjaring).  
Undang-undang menetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh 
tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. 
Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu utang yang sudah 
lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan 
hanya mengajukan bahwa selama tiga puluh tahun belum pernah menerima 
tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu seorang debitur yang tidak jujur juga 
dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan 
lewatnya waktu.
95
 
Selanjutnya jika seorang kreditur yang menutut hak utangnya dengan 
menagih debitur yang berulang kali, dan pihak debitur tidak mampu 
membayar utang tersebut. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan bukan 
tidak mungkin debitur memenuhi prestasinya, melainkan kesulitan memenuhi 
prestasi yang memerlukan waktu yang lama dan biaya banyak. Keadaan 
diatas disebut degan keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara, 
artinya perikatannya tidak berhenti (tidak batal), hanya pemenuhan 
prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi 
dapat diteruskan.
96
 
Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun pihak debitur 
belum memenuhi prestasinya dalam pasal 1238 KUHPdt mengatakan debitur 
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dianggap lalai dengan lewat tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam 
perikatan, maka debitur perlu di beri peringatan tertulis, yang isinya 
menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah 
ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur 
dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.
97
 
Oleh karena itu, agar pihak debitur tidak mendapatkan hak daluwarsa dan 
pihak kreditur mendapatkan haknya, maka kreditur harus mengajukan 
gugatan wanprestasi terhadap debitur melalui pengadilan sebelum utang 
tersebut daluwarsa, dan dalam tuntutannya tersebut kreditur selaku 
penggugat, juga perlu meminta pengadilan dalam petitumnya untuk 
membebankan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda 
debitur yang bertujuan apabila setelah  putusan majelis hakim berkekuatan 
hukum tetap dan debitur tetap lalai terhadap utangnya maka terhadap harta 
benda yang telah dibebankan sita jaminan dapat dilelang. Kemudian 
pelelangan tersebut menjadi hak dari kreditur sesuai nilai utangnya. 
Kemudian alasan lain adanya lembaga “verjaring” jelas kiranya, juga 
mengenai lewat-lewat waktu yang membebaskan, seandainya tidak adanya 
sebuah peraturan tersebut, maka perutangan-perutangan akan dapat abadi  
adanya dan bedasarkan itu abadi akan dapat di ajukan gugatan. Dengan 
demikian tanpa adanya lembaga daluwarsa ini (verjaring), maka pihak 
debitur akan terpaksa memberikan bukti-bukti bahwa perutangannya sudah 
terpenuhi. artinya yang dimaksud adanya verjaring diantaranya ialah untuk 
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melindungi debitur dari pihak kreditur atau ahli warisnya yang dapat 
menuntut kembali perutangannya dalam waktu yang berkepanjangan untuk 
melunasi utang. 
Dapat dibayangkan, bahwa seseorang menemukan di antara kertas-kertas 
lama sebuah pengakuan utang yang sudah lampau waktu. Atas dasar hal itu, 
ahli waris pihak kreditur menuntut kembali utang kepada ahli waris pihak 
debitur. Kemungkinan ahli waris dari yang berutang tidak mengetahui tentang 
adanya pengakuan utang maupun tentang batalnya utang itu, namun dengan 
adanya  lembaga verjaring ini pihak ahli waris yang berutang tidak perlu  
memperhatikan itu karena ia dapat megajukan eksepsi dengan alasan 
daluwarsa. 
Kemudian jika kreditur dipandang sebagai dorongan untuk membiarkan 
haknya, artinya dilihat demikian bahwa kreditur yang dalam tenggang waktu 
tertentu tetap tinggal diam dianggap telah melepaskan piutangnya, dalam 
pandangan demikian lewat waktu yang telah terjadi menurut syarat-syarat 
undang-undang dan dikatakan sah merupakan persangkaan (yang terhadap itu 
tidak dapat diadakan bukti berlainan) tentang pelepasan hak.
98
 
 
B. Makna Dari Kebendaan dan Perorangan di dalam Pasal 1967 KUHPdt 
Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa 
belanda, yaitu zakenrecht.
99
 Dalam perspektif hukum perdata (privat recht), 
hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (vermogen 
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recht), yaitu hukum kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan 
pengertian hukum benda, yaitu: hukum benda ialah keseluruhan dari kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek 
hukum dengan benda dan hak kebendaan.
100
 
Hukum benda adalah substansi sistem dari Hukum Nasional. Sebagai 
substansi sistem, hukum kebendaan mengandung seluruh asas-asas yang 
terdapat di dalam Hukum Nasional, khususnya asas adil, asas konstitusional 
(struktural), asas politis. Di samping itu, hukum kebendaan memiliki asas-
asasnya sendiri yang lebih khusus (konkrit). Asas-asas ini dapat digolongkan 
ke dalam asas umum (di mana sifat umumnya tidak lagi bersifat abstrak, akan 
tetapi konkrit operasional). Hukum benda tentu terdiri dari cabang-cabang 
yang lebih kecil. 
Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam pasal 499 KUHPdt 
yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang 
dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 
dikuasai oleh hak milik”. 
Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat 
dalam buku II KUHPdt, disamping diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan di luar KUHPdt. Secara  umum bila mana dikaji 
ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUHPdt, maka kandungan 
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materi yang diatur didalamnya pada dasarnya meliputi kebendaan dan cara-
cara membedakan benda, hak-hak kebendaan dan kewarisan.
101
 
Buku II KUHPdt tentang kebendaan (van zaken), memuat hukum 
kebendaan dan hukum kewarisan, termasuk hukum jaminan, yang berisikan 
21 Bab yang dimulai dari pasal 499 sampai dengan pasal 1232. Secara rinci 
materi kandungan ketentuan-ketentuan tentang kebendaan yang termuat 
dalam bab I Buku II KUHPdt tersebut, sebagai berikut:  
1. Tentang kebendaan dan cara membedakannya (pasal 499 sampai dengan 
pasal 528). 
2. Bagian kesatu tentang kebendaan umumnya (pasal 499 sampai dengan 
pasal 502). 
3. Bagian kedua tentang cara membeda-bedakan kebendaan (pasal 503 
sampai dengan pasal 505). 
4. Bagian ketiga tentang kebendaan tak bergerak (pasal 506 sampai dengan 
pasal 508). 
5. Bagian keempat tentang kebendaan bergerak (pasal 509 sampai dengan 
pasal 518). 
6. Bagian kelima tentang kebendaan dalam hubungannya dengan mereka 
yang menguasainya (pasal 519 sampai dengan pasal 528). 
Adapun sifat-sifat kebendaan sendiri yaitu: 
                                                             
101
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.30 
55 
 
 
 
a. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang memberikan kekuasaan 
langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap 
siapapun (bersifat absolut).
102
  
b. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada 
pemiliknya. Hak  ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan,  atau dapat 
dipergunakan sendiri. 
c. Hak kebendaan mempunyai sifat mengikut di tangan siapapun benda 
tersebut berada (droit de sruit). 
d. Hak kebendaan mempunyai sifat mendahului (droit de prefence). 
e. Hak kebendaan, gugatannya bersifat kebendaan. 
f. Pemindahan akan hak kebendaan dapat secara penuh dan bebas.
103
 
g. Hak kebendaan memiliki hubungan hukum secara langsung antara 
seseorang dengan benda.
104
 
h. Hak kebendaan dalam gugatan hanya dapat dilakukan terhadap siapa 
saja yang mengganggu haknya. 
i. Hak kebendaan berlaku asas perlindungan (Pasal 1997 ayat (1) 
KUHPdt) yaitu bahwa seseorang  yang secara jujur menguasai 
benda-benda bergerak dilindungi.
105
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Hak perseorangan (persoonlijk recht) adalah hak yang memberikan 
kekuasaan atas suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hak 
tersebut dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau 
terhadap suatu pihak. Contohnya hak piutang dan hak sewa.
106
 
Adapun sifat-sifat perseorangan yaitu: 
a. Hak perseorangan bersifat relatif artinya hak ini hanya dapat 
dipertahankan terhadap orang tertentu.
107
 
b. Hak perorangan jangka wkatunya terbatas. 
c. Hak perorangan mempunyai kekuatan yang sama, tanpa 
memperhatikan saat kelahirannya. 
d. Kemungkinan untuk memindahkan hak perorangan itu terbatas dan 
hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. 
e. Hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, 
terhadap kekayaan denitur pada umumnya. 
f. Menaganut asas kesamaan dalam arti tidak membedakan mana 
piutang yang terjadi lebih dahulu dan piutang yang terjadi kemudian. 
g. Hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap 
seseorang.
108
 
h. Hak perorangan memiliki hubungan antara dua orang atau lebih yang 
melakukan sebuah perjanjiaan. 
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i. Hak perorangan gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak 
lawannya. 
Berdasarkan penjelasan tentang kebendaan dan perseorangan di atas, 
dilihat dari sifat kebendaannya bahwa makna dari kebendaan yang ada dalam 
pasal 1967 KUHPdt berkaitan tentang hak milik terhadap suatu benda, kalau 
dilihat dari lampau waktu (daluwarsa) maka kebendaan ini termasuk kedalam 
extinetieve verjaring (daluwarsa yang memperoleh atas suatu hak) sedangkan 
dilihat dari sifat perorangan bahwa makna dari perorangan yang ada di dalam 
pasal 1967 KUHPdt berkaitan tetntang hutang piutang dan sewa menyewa 
dan jika dilihat dari lewat waktu (daluwarsa) maka perseorangan termasuk 
kedalam acquistieve verjaring (daluwarsa yang membebaskan atas suatu 
kewajiban ataupun tuntutan). 
 
C. Sebab-Sebab yang Menangguhkan Lewat Waktu (Daluwarsa) 
 Penundaan daluwarsa terjadi, apabila jalannya jangka waktu daluwarsa 
ditangguhkan. Suatu penyebab penangguhan sudah bisa terjadi pada saat 
terbentuknya atau pada saat perikatan itu dapat dituntut, akan tetapi juga 
sesudah daluwarsa itu sudah dimulai. Dalam hal terakhir itu daluwarsa 
terhenti sementara untuk dilanjutkan lagi sesudah penyebab dari penangguhan 
tidak ada lagi. 
 Penagguhan lewat waktu (daluwarsa) ditentukan pada bagian ke lima 
tentang sebab-sebab yang menangguhkan berjalannya daluwarsa, dalam pasal 
1986-1992 KUHPdt, yaitu: 
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1. Daluwarsa berlaku kepada siapa saja, kecuali terhadap mereka yang 
dikecualikan oleh undang-undang (pasal 1986 KUHPdt).
 109
 
2. Daluwarsa tidak dapat dimulai berlaku atau berlangsung  terhadap anak-
anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah 
pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang- undang 
(pasal 1987 KUHPdt).
110
 
3. Daluwarsa tidak dapat terjadi diantara suami istri (pasal 1988 
KUHPdt).
111
 
4. Daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam 
status perkawinan (pasal 1989 KUHPdt):
112
 
a. Bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia akan 
memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya. 
b. Bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa 
persetujuannya, harus menanggung penjualan itu dan tuntutan istri 
harus ditunjukan kepada suami. 
5. Lewat waktu tidak berjalan (pasal 1990 KUHPdt):113 
a. Terhadap hutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi. 
b. Dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama 
belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan 
kepada orang lain. 
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c. Terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih  pada hari yang telah 
ditentukan, selama hari itu belum tiba. 
6. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan 
hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat 
dikenakan lewat waktu mengenai pitang-piutangnya terhadapa harta 
peninggalan (pasal 1991 KUHPdt).
114
 
7. Lewat waktu berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun 
tidak ada pengampu warisan itu. 
8. Lewat waktu itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan 
perundingan mengenai warisannya. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Ketentuan Hapusnya Utang Piutang karena Daluwarsa Yang Diatur 
Dalam Pasal 1967 KUHPdt 
Ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam 
pasal 1967 KUHPdt mengakatan bahwa “segala tuntutan yang bersiafat 
kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa 
dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjuk akan 
adanya daluwarsa itu tidak usah menutut atas suatu hak, lagi pula tak 
dapatlah diajukan terhadapnya ssesuatu tangkisan yang didasarkan kepada 
iktikadnya yang buruk”. 
 Berdasarkan hasil penelitian data puskata dalam BAB II dan BAB III 
yang menjelaskan tentang ketentuan utang piutang dalam Islam dan ketentuan 
hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 
KUHPdt, penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan sementara 
bahwa ada beberapa point yang ada di dalam pasal tersebut, antara lain: 
 Pertama, Jika melihat dan mencermati pasal 1967 KUHPdt menjelaskan 
ada dua tuntutan yang ada di dalam pasal tersebut yaitu tuntutan yang bersifat 
kebendaan dan tututan yang bersifat perseorangan. Berdasarkan penjelasan 
terhadap makna hak kebendaan dan hak perorangan yang telah dijelaskan 
melalui data pusataka sebelumnya, maka yang dimaksud kedalam tuntutan 
utang piutang yang ada di rumusan pasal 1967 ialah tuntutan yang bersifat 
perorangan (persoonlijk recht). 
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  Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagaimana cara 
sebuah perikatan menjadi hapus, pasal 1381 yang memuat hemat penulis 
bahwa salah satu diantaranya ialah hapusnya sebuah perikatan karena lewat 
waktu atau daluwarsa sesuai dengan pasal 1967. Istilah daluwarsa sendiri 
dalam sebuah perikatan dapat digunakan sebagai daluwarsa untuk 
memperoleh atas suatu hak (exitientieve verjaring) dan daluwarsa yang 
membebaskan atas suatu kewajiban (acquisitieve verjaring). 
 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kedua cara daluwarsa diatas 
dapat digunakan pada pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang 
karena daluwarsa, baik itu daluwarsa untuk memperoleh hak milik atau 
daluwarsa untuk dibebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan tertentu. 
Namun yang menjadi fokus penelitian ini ialah daluwarsa untuk dibebaskan 
atas suatu kewajiban atau tuntutan, sebab jika membahas berkaitan tentang 
utang piutang, maka tidak terlepas dari suatu tuntuntan. 
 Pasal 1983 juga menjelaskan bahwa suatu upaya dapat dibebaskan dari 
suatu kewajiban setelah lewatnya waktu atau daluwarsa tersebut harus sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan 
berlalunya waktu atau daluwarsa debitur dapat memperoleh upaya untuk 
dapat dibebaskan dari kewajibannya (aquisitieve verjaring).  
 Ketiga, Ada dua pendapat yang berkaitan tentang lewat waktu yang 
membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (verjaring) yang ada di 
pasal 1967 sebagai penjelas dari pasal pada tersebut, yaitu pendapat berlaku 
kuat dan pendapat berlaku lemah.  
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1. Pendapat daya belaku kuat mengatakan bahwa di dalam pasal 1967 hanya 
membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu perikatan 
utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 
tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, maka 
utang piutang tersebut menjadi hapus. 
2. Pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa dalam pasal 1967 
hanya  membahas gugatannya yang bedasarkan perutangan, artinya jika  
suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat 
waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka 
perutangannya tetap ada dan hanya perutangan wajar, akan tetapi 
pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan. 
Ke empat, ketentuan selanjutnya yang ada dalam Pasal 1967 juga 
menjelaskan tegasnya bahwa terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa 
akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat 
dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri 
dari suatu tuntutan utang piutang karena daluwarsa (verjaring). 
Kelima, tujuan adanya pasal 1967 atau adanya lembaga verjaring jelas 
kiranya seandainya tidak adanya peraturan mengenai daluwarsa, maka banyak 
sekali perutangan-perutangan yang akan dapat abadi berdasarkan itu maka 
terjadi penuntutan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh kreditur. 
 Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan juga mengatakan bahwa verjaring 
bertujuan untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran  kedua kalinya 
atau penagihan utang lama dari pihak kreditur maupun ahli waris debitur, dan 
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dengan adanya verjaring dapat pandang jika kreditur yang dalam tenggang 
waktu tertentu tetap tinggal diam akan haknya maka dianggap telah 
melepaskan piutangnya, maka dalam pandangan tersebut dikatakan sah 
menurut undang-undang yang merupakan persangkaan tentang pelepasan atas 
suatu hak dan pendapat ini sejalan dengan daya berlaku kuat.
115
 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Utang Piutang Karena 
Daluwarsa Yang Diatur Dalam Pasal 1967 KUHPdt  
 Berdasakan analisis ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa 
yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt, bahwa penulis menyimpulkan 
sementara  ada 5 point permasalahan yang dapat dianlasisis dari segi hukum 
Islam, berkaitan dengan ketentuan hapusnya utang piutang yang ada di pasal 
tersebut, yaitu: 
 Pertama,  pasal 1967 KUHPdt menjelsakan adanya tuntutan utang 
piutang atau yang termasuk kedalam utang piutang  ialah tuntutan bersifat 
perorangan. 
 Berdasarkan point yang pertama tentang tuntutan utang piutang, bahwa 
di dalam Islam utang piutang merupakan suatu transaksi mu‟âmalah yang di 
perbolehkan. Sebagai muqridh (orang yang memberikan utang), Islam 
menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang 
membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman atau utang. Sedangkan dari 
sisi muqtaridh (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, 
melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berutang dengan 
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tujuan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, muqtaridh wajib mengembalikannya persis seperti yang 
diterimanya dan muqhridh berhak menuntut atau  memminta pembayaran hak 
utang kepada muqtaridh . 
 Di samping itu, pemberian utang merupakan perbuatan yang Allah 
berikan pahala, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Hadîd ayat 11 
sebagai berikut: 
                   
            
Artinya:  
 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan 
Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(Q.S Al-Hadîd ayat 11). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa utang piutang yang 
ada pada pasal tersebut diperbolehkan di dalam hukum Islam, karena utang 
piutang di dalam Islam merupakan bentuk perbuatan yang dianjurkan, dan 
perbuatan tersebut terdapat unsur tolong-menolong yang Allah ganjarkan 
pahala terhadapnya. 
Kedua, pasal 1967 menjelaskan ketentuan hapusnya sebuah perikatan 
karena daluwarsa, namun dalam daluwarsa terdapat dua hak, yaitu hak 
daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (exitientieve verjaring) dan hak 
daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan 
(acquisitieve verjaring). Berkaitan dengan dua ketentuan daluwarsa yang ada 
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di pasal 1967 KUHPdt, bahwa yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah 
daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, karena  
hapusnya suatu utang piutang tidak terlepas dari sesuatu yang dibebaskan atas 
suatu kewajiban. 
Kemudian jika  dilihat dari segi hukum Islam bahwa ketentuan hapusnya 
sebuah utang itu ada beberapa macam, yaitu: 
1. Hapusnya utang piutang karena pembayaran, dalam hal ini jelas bahwa 
ketika pihak muqtaridh (orang yang berutang) mengembalikan atau 
membayar pinjaman kepada pihak muqridh (orang yang memberi 
pinjaman) sesuai dengan apa yang dipinjamnya, maka utang tersebut 
hapus dengan sedirinya. 
2. Hapusnya utang piutang karena sedekah atau pihak muqridh (orang yang 
memberika pinjaman) mengikhlaskan hak utangnya kepada pihak 
muqtaridh (orang  yang berutang), dalam hal ini utang tersebut dapat 
dikatakan terhapus atau lunas jika muqridh benar mengikhlaskan seluruh 
hak utangnya kepada muqtaridh, akan tetapi sifatnya hanya anjuran dan 
tidak wajib. Sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan makna yang 
ada di dalam surat al-Baqarah ayat 280: 
  ْا ِدِباََ٘ف ٍَِِْٗ ٟ ٍَِِ ِءاَسْبِْلا ُةَيِْٞضَف :ِةَٝ
: َٚىاَعَت ِِٔىَْ٘قِى  ٌةَقَد َ ََُّّٔأَٗ  ِ َّْٝدىا} َُْأَٗ
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 اُْ٘قَّد ََت ٌسَْٞخ  ٌُْنَّى{ ُزاَظّْْلاَٗ  ٌةََُّّ ُءاَسَْبْلاَٗ  
 ٌِبجاَٗ.116 
Artinya: 
“Diantara pelajaran dari ayat  ini, keutamaan menggugurkan utang 
dan ini bernilai sedekah. Bedasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, 
sehingga memutihkan utang hukumnya anjuran, sementara menunda 
pelusnasan bagi yang tidak mampu hukumnya wajib (Tafsîr al-Qur‟ân 
karîm, al-Baqarah ayat 280)”. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas jelas kiranya bahwa ketentuan hapusnya 
utang piutang karena daluwarsa yang membuat seorang muqtaridh terlepas 
atas suatu tuntutan, tidak termasuk di dalam ketentuan hapusnya utang 
piutang di dalam Islam. 
Ketiga, berkaitan tentang daluwarsa yang membebaskan atas suatu 
kewajiban atau tuntutan, bahwa penulis sudah menjelaskan sebelumya ada 
dua pendapat yang menjelaskan berkaitan tentang ketentuan tersebut, yaitu : 
1. Pendapat daya belaku kuat mengatakan bahwa di dalam pasal 1967 
hanya membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu 
perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu 
selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah 
pihak, maka utang piutang tersebut menjadi hapus. 
2. Pendapat daya berlaku lemah, mengatakan bahwa di dalam pasal 1967 
hanya  membahas gugatannya yang berdasarkan perutangan, artinya jika  
suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat 
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 Supra catatan kaki nomer 67.  
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waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka 
perutangannya tetap ada dan hanya perutangan wajar, akan tetapi 
pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan. 
Berdasarkan ketentuan hapusnya utang piutang dalam hukum Islam 
dengan ketentuan hapusnya utang piutang dalam pasal 1967 yang dijelaskan 
oleh pendapat kuat ataupun lemah, penulis dapat menganalisis dan 
mengambil kesimpulan, bahwa ketentuan hapusnya utang piutang dalam 
pasal 1967 yang dijelaskan oleh pendapat pertama yaitu pendapat daya 
berlaku kuat ini mengatakan bilamana suatu utang piutang lewat waktu 30 
tahun maka utang tersebut menjadi hapus. Jika di analisis dari segi hukum 
Islam,  maka ketentuan tersebut tentu sangat bertentangan dari ketentuan yang 
ada di dalam hukum Islam, bahwa di dalam hukum Islam utang piutang wajib 
untuk dikembalikan, hal ini sesuai dengan pendapat empat Imam madzhab 
yang mengatakan bahwa utang piutang harus dikembalikan sesuai persis apa 
yang diterimanya. Adapun hadîst dari Abû Hurairah radiyallahu „anhu, Nabi 
shalallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
 َُْٔع ُْْقُٝ َّٚتَح ِِْٔ َْٝدِب  ُةَقَّيَعٍُ ِ ٍِ َُْىا  ْفَّ
ف)ٔجاٍ ِبإ ٗ ٛرٍستىا ٓاٗز(117  
Artinya:  
 “jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia 
melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1079 dan Ibnu Majah no.  2413). 
   
                                                             
117 Muhammad bin Ali bin Muhammad, Juz 6 (Beriut: Dar al-Jil, 1973), h. 144. 
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Begitu pula pendapat yang kedua yaitu pendapat daya berlaku lemah 
mengatakan bahwa bilamana suatu utang piutang lewat 30 tahun maka utang 
tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan, artinya pihak kreditur tidak 
dapat menuntut haknya kembali. Jika dilihat dari segi hukum Islam, ketentuan 
yang kedua juga bertentangan dari ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, 
bahwa penulis menjelaskan di dalam BAB II salah satu hak dan kewajiban 
kreditur ialah berhak menerima pembayaran dan menagih atas utang yang 
dipinjamkan kepada debitur. Hal ini  dijelaskan oleh Nabi Muhammad  
Shalallahu‟alaihi wa salam : 
 ٌحْ٘ررُبْسٍَ َ٘ررُٕ:َهاررَقَف  ُٔررَْع ِْْقاررَف ِٔررِْ َْٝدِب  
 ارررَٝ ِ  َهْ٘ررُرََّز  ْدرررَق  ُرررَّْٝدَأ  ُٔرررَْع  َّ ِإ 
 َِْٝزارررَْ ِْٝد   ِا ًّد ارررََُْٖع  َأَسرررٍِْإ   َ ْٞرررَىَٗ 
ررررََٖى ا   ٌةررررَْ َٞب  :َهاررررَقَف  اررررَِٖطْعَأ 
ةَِّقسٍُ اََِّّٖإَف.118 
Artinya: 
“Ia disandra oleh hutangnya, oleh karena itu segera utang tersebut 
dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: „Ya Rasulullah sesungguhnya saya 
telah membayarkannya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh seorang 
wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi.‟ Kemudian Rasulullah 
Shalallahu‟alaihi wa salam bersabda: “Berikan (bayarkan) utang itu 
kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.”  
 
Keempat, ketentuan selanjutnya yang ada dalam Pasal 1967 juga 
menjelaskan tegasnya bahwa terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa 
akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat 
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dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri 
dari suatu tuntutan utang piutang karena daluwarsa (verjaring). 
Berdasarkan point yang keempat bahwa seorang debitur dapat menuntut 
daluwarsa apabila utangnya sudah lewat waktu 30 dan atas hak daluwarsa 
tersebut debitur tidak dapat dikenakan iktikad buruk, artinya debitur dapat 
membebaskan diri dari kewajiban membayar utang dengan ketentuan 
tersebut. Menurut penulis jika di lihat dari segi hukum Islam bahwa ketentuan 
tersebut tidak diperbolehkan dan banyak hadîts nabi yang menjelaskan 
tentang bahaya bagi orang-orang yang enggan melunasi utangnya dalam 
betuk apapun, bahkan Nabi Shalallahu „alaihi wa sallam selalu berdo‟a untuk 
berlindung dari utang ketika shalat. 
Adapun utang yang Nabi Shalallahu „alaihi wasalam berlindung darinya 
adalah tiga bentuk utang: 
1. Utang yang diperbelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah 
dan tidak memiliki jalan keluar untuk melunasinya. 
2. Berutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki 
cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan 
harta orang lain. 
3. Berutang namun dia berniat tidak akan mengembalikannya, maka 
orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Allah. 
Berdasarkan penjelsan di atas jelas kiranya bahwa ketentuan yang 
keempat dari pasal 1967 tidak dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum 
Islam. 
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Kelima,  jika melihat dari salah tujuan adanya pasal 1967 ini yaitu untuk 
membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh  
pihak kreditur maka dalam hukum Islam ketentuan hapusnya utang piutang 
karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk digunakan demi 
membela debitur dari  penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya. 
Selanjutnya setelah penulis menganalisis ketentuan hapunya utang 
piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KHUPdt, 
berdasarkan analisis hukum Islam dari ketentuan pada pasal tersebut bahwa 
penulis menyimpulkan terhadap point kedua, ketiga, dan keempat, penulis 
berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak 
dibenarkan dalam hukum Islam, karena ketentuan pada tiga point tersebut 
sangat bertentangan dari hukum Islam.  
Namun jika melihat pada point pertama penulis berpendapat bahwa 
ketentuan tersebut diperbolehkan di dalam Islam, karena di dalam Islam utang 
piutang merupakan salah satu bentuk mu‟âmalah yang dianjurkan sebagai 
bentuk tolong-menolong kepada sesama, dan untuk point yang kedua penulis 
berpendapat bahwa ketentuan dari tujuan adanya daluwarsa tersebut sebagai 
bentuk membela diri pihak debitur dari penagihan pembayaran utang yang 
kedua kalinya oleh  pihak kreditur,  maka penulis menggukan sebuah qaidah 
Fiqh, yaitu: 
  َزُْٗسَّضْىا َعٍَ  زُْ٘ظْسٍَ  وُمَٗ . َُٔجاَتْسَت اٍَ ِزْدَقِب
 َزُْٗسُضْىا 
Arinnya: 
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 “setiap yang dilarang saat keadaan darurat (diperbolehkan) , sekedar 
memenuhi kebutuhan daruratnya saja”. 
 Berdasarkan qaidah di atas maka penulis berpendapat bahwa ketentuan 
hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk 
digunakan demi membela debitur dari  penagihan pembayaran utang yang 
kedua kalinya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, kiranya penulis dapat 
mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang ada dalam 
pasal 1967 KUHPdt bahwa yang dimaksud dengan tuntutan utang 
piutang ialah tuntutan yang bersifat perorangan, kemudian menurut 
pendapat yang terkuat berkaitan tentang hak tersebut. Jika utang 
piutang tersebut telah lewat waktu 30 tahun maka seorang debitur 
(pihak yang berutang) dapat mengajukan hak daluwarsa untuk 
dibebaskan dari suatu tuntutan, dan kreditur (pihak yang memberikan 
pinjaman) tidak dapat mengajukan gugatan atau mendapatkan 
haknya karena utangnya sudah daluwarsa, dan kreditur tidak dapat 
mengajukan suatu alasan atas iktikad buruk kepada debitur. 
2. Dalam hukum Islam khususnya dalam hukum mu‟âmalah tidak 
mengenal adanya suatu perjanjian utang piutang menjadi hapus 
karena daluwarsa atau lewat waktu. Namun dalam hukum 
mu‟âmalah hapusnya utang piutang antara lain: muqtaridh melunasi 
atau membayar utangnya; utang piutang akan terhapus jika muqridh 
menyedekahkan atau mengikhlaskan hak utangnya kepada 
muqtaridh, dan adapun kondisi tertentu jika muqtaridh belum 
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3. mampu untuk melunasi utangnya atau sedang mengalami kesulitan 
maka dalam hukum mu‟âmalah menganjurkan untuk memberikan 
tenggang waktu atau keringanan sampai muqtaridh mampu untuk 
melunasi utangnya. 
Berkaitan tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena 
daluwarsa yang ada dalam pasal 1976 KUHPdt. pendapat yang 
terkuat mengatakan utang piutang menjadi hapus jika utang tersebut 
telah lewat waktu selama 30 tahun, ketentuan tersebut tentu tidak 
sesuai dan bertentangan dengan hukum mu‟âmalah, karena selama 
utang piutang tersebut belum berakhir sesuai dengan ketentuan 
hukum mu‟âmalah, baik itu karena pelunasan ataupun pengikhlasan 
maka ada hak dimana muqridh untuk menagih dan mendapatkan 
haknya, dan dalam hukum mu‟âmalah muqtaridh wajib untuk 
membayar atau melunasi utangya. 
Kemudian berkaitan tentang ketentuan alasan adanya  daluwarsa 
dalam pasal 1967 yaitu untuk membela pihak yang berutang jikalau 
pihak yang memberikan utangan ini menagih kembali utang yang 
telah lunas, maka hal tersebut diperbolehkan dan dapat digunakan 
dalam Islam. 
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B. Saran  
1. Bagi  pihak lembaga pembuat undang-undang 
a.  Saran sekaligus keinginan penulis kepada lembaga pembuat 
peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang 
berkaitan tentang hak daluwarsa, baik hak daluwarsa yang 
mendapatkan hak milik ataupun hak daluwarsa yang melepaskan 
atas suatu kewajiban, agar pada pasal-pasal yang diatur secara 
umun untuk diperjelas kembali secara tegas dan secara khusus 
tujuan dari pasal tersebut. Sehingga pasal tersebut tidak disalah 
gunakan untuk mendapatkan atau melepaskan suatu hak yang 
tentunya dapat merugikan seseorang. 
b. Bagi masyarakat luas 
Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian utang 
piutang, bagi pihak kreditur untuk lebih hati-hati dan teliti dalam 
memberikan pinjaman dan selalu mengingatkan kepada pihak 
debitur untuk dapat melunasi utangnya, apabila terjadi suatu upaya 
dari debitur untuk mendapatkan hak  daluwarsa maka segera 
melakukan upaya hukum sebelum utang tersebut lewat waktu. Bagi 
pihak debitur untuk tidak menyalahgunakan hak  daluwarsa 
tersebut sebagai cara untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan 
utang, gunakanlah hak tersebut untuk melakukan eksepsi apabila 
terjadi penagihan hak utang oleh ahli waris kreditur kepada ahli 
waris debitur. 
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c.  Bagi peneliti yang akan datang 
Tentunya penelitian ini masih di anggap kurang dan dapat 
dikembangkan lagi ke depannya, sehingga dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum di Indonesia 
khusunya perkembangan hukum Islam. Serta harapan penulis dari 
penelitian ini juga sebagai salah satu motivasi penulis untuk 
melanjutkan studi kembali. 
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